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PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang landasan konstitusional tertinggi, mengamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke-4, yaitu memajukan kesejahteraan umum, yang secara lebih jelas diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 34, berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, mengembangkan jaminan sosial dan bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan umum yang mempunyai arti bahwa pemerintah dan pembinaan anak terlantar, termasuk anak jalanan. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun.
Masalah anak jalanan di Kota Cirebon cukup kruasial, dikarenakan dalam penanganannya tidak cukup hanya diberikan santunan, karena setelah itu mereka tetap kembali ke jalanan. Untuk itu perlu adanya langkah-langkah konkrit untuk menanganinnya tidak cukup hanya rumah singgah atau penyuluhan sosial, perlu ada pengkajian terlebih dahulu akar  masalah. Hal  ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian. 
Dinas Sosial Kota Cirebon terkait dengan perlindungan anak dengan melakukan pengawasan  di lembaga terkait, yaitu Rumah Singgah Dukuh Semar. Dikerenakan masih banyaknya anak-anak yang mengemis disekitaran lampu merah wilayah  Kecamatan Harjamukti. Terdapat data Cirebon Satu Data tahun 2022 jumlah anak jalanan di Kota Cirebon sebanyak 177 anak terdiri dari, 110 anak laki-laki, dan 67 anak perempuan berdasarkan kecamatan anak jalanan yang paling banyak ialah kecamatan Harjamukti, dan yang paling sedikit ialah Kecamatan Kejaksan (sumber :Kasubag UPT RPSA)
Anak Jalanan yang berada disekitaran wilayah Kecamatan Harjamukti menggantungkan hidupnya dengan membersihkan kaca mobil menggunakan kemoceng, dan ada juga yang berprofesi sebagai pengemis dan pengamen. Mengenai hal ini, perlu adanya pengawasan Dinas Sosial Kota Cirebon.  Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cirebon, upaya bertujuan agar anak jalanan tidak turun kembali ke jalan dengan melakukan tindakan represif. Upaya represif yang dilakukan yaitu dengan merazia, menampung anak jalanan, kemudian melakukan penyuluhan berupa bimbingan mental, sosial, kemasyarakatan di Rumah Singgah Dukuh Semar. Dan melakukan persuasif dengan pendekatan pembinaan kepada anak jalanan. Sebagaimana seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2009, yaitu pengawasan yang dilakukan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, dan rehabilitasi. 
Akan tetapi, pengawasan yang di berikan tidak berjalan dengan maksimal. Sehingga, dalam penerapaan penanganan anak jalanan dalam bentuk pembinanan, dan memberikan stimulan menjadi terhambat. Dikarenakan, adanya kurang koordinasi dilihat dari berbagai aspek, yaitu ketidaktepatan waktu dalam pemberian pembinaan, dan kurangnya komunikasi dengan pihak Rumah Singgah Dukuh Semar. 
Berdasarkan masalah diatas, maka peneliti tertatik untuk mengambil judul penelitian penulis ialah, “Pelaksanaan Pengawasan dalam Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Cirebon”. 

1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dapat di rumuskan masalah berupa problem statement (pernyataan masalah) yaitu, belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan Dinas Sosial Kota Cirebon dalam penanggan anak jalanan di Rumah Singgah Dukuh Semar Kecamatan Harjamukti.  Sebagaimana, dijabarkan dengan problem questions (pertanyaan masalah), sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Cirebon Di Rumah Singgah Dukuh Semar ?
2. Apa Faktor-faktor penghambat  yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan penanganan anak jalanan oleh  Dinas Sosial Kota Cirebon di Rumah Singgah Dukuh Semar ?
3. Apa Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan penanganan anak jalanan oleh  Dinas Sosial Kota Cirebon di Rumah Singgah Dukuh Semar?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1  Tujuan Penelitian 
1. Untuk  mengetahui  Pelaksanaan Pengawasan Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Cirebon di Rumah Singgah Dukuh  Semar
2.  Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan  Pengawasan Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Cirebon di Rumah Singgah Dukuh  Semar.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Cirebon.
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memperkaya  kajian dalam bidang pelaksanaan pengawasan penanganan anak jalanan serta untuk melihat teori-teori relevan yang telah dipelajari dengan kenyataan yang ada dilapangan
2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Sosial Kota Cirebon dalam rangka meningkatkan pengawasan  penanganan anak jalanan. 
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